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PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR };;,1 TAHUN 2020

! TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSAN'AAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
!KEPADA PEGAWAI NEGERI|SIPIL DAERAH KABUPATEN LAHAT
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TAHUN ANGGARAN 2020
|
|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BURATI LAHAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil,
dan Penerima Pensiun| atau Tunjangan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Lahat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas
kepada Pegawai Negé[ri Sipil Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran

2020;

1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat| II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negeﬂra Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
TambatIan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang |[Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undanq'-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara' Republik| Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang |Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antar? Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

!

TambaTn Lemba‘ran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang;Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagainlnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang|Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang| Nomor [23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negafa Republik Indonesia Tal:1un 2015 Nomor 58,
Tarhbéh{a'ri[érﬁbﬁ;éﬁ Negara Republik Indonesia nomor 5601);

Peratura;n Pemerihtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangén Daerah'& (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta!wn 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322); ;

| v P
Peraturan Pemerirjtah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji,
Pensiun; - Tunjangan, -atau- Penghasilan Ketiga Belas Tahun 20?_0
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesm,‘
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawal
Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

{

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

|
Peratura!n Mente'ri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 tentang
Petunjuk Teknis |Pelaksanaan Pemberian Pensiun 13 Tahun 2020
Kepada Pegawai |Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil, Dan Plenerima Pensiun atau Tunjangan;

Peraturan Menteri~I Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

| |
Peraturan Daerah| Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2019 tentang

Anggqr"n Pendap:atan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun
Anggargn 2020;" '~
|

Peraturgn Bupati ;Lahat Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati I}Ehat Nomor 12 Tahun 2020.

o ..l.._.,. s - MEMUTUSKAN

PERATURAN | BUPATI | TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH KABUPATN LAHAT TAHUN 2020
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BAB I
KETENTUAN UMUM
| Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3
4

o

. Anggaran endapata’n dan Belanja Daerah yang S

. Pemerintah| Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.

Daerah adalah-Kabupaten Lahat. - -
1

Bupati adalah Bupati Lahat.

elanjutnya disingkat
APBD adalqh APBD Kabupaten Lahat.
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang _
warga Neg'ara IndonFsia yang diangkat sebagal Pegaw.
Negara yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten L@hat. "
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adala
dokumen YVang diterbitkan oleh Pengguna A_nggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan
dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan An_g_garan (DPA).

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPZ_D acflalah
dokumen yang digun'pkan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

selanjutnya disingkat PNSD adalah
ai Aparatur Sipil

BAB 11
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 2

(1) Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :

a. PNSD Idabupaten |.ahat
b. Penerirﬁa gaji terusan PNS Kabupaten Lahat yang meninggal dunia,
tewas atau gugur
e | . B

(2) PNSD Kablpraten Lawét sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

termasuk CPNSD

(3) PNSD Kabdpaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

(1)

(2)

()

tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan
negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam
maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasannya.

R LI B TR AT

| Pasal 3

adalah sebagai berikyt :

a. PNSD Kabupaten [Lahat sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada
“bulan Juli 2020.

b. Penerima gaji terpysan PNSD Kabupaten Lahat yang meninggal dunia,
E%v;gs latglf guggrns’el?esar 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli

Dalam hal |penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud ayat (1)
belum dibalS/arkan sepesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan
selisih kekurangan gaji ketiga belas.

Besaran G}ji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi
PNSD Pemerintah Kabupaten Lahat paling banyak meliputi :

a. gaji poKoK; ., fie i
b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
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(4) Gaji Ketiga’BeIas bagi CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) diberikan paling bEnyak meliputi :
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga; dan
€. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan
umum. sebagaimana | dimaksud-pada ayat (3) merupakan gaji pokok,
tunjangan keluarga,| dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai gaji.

(6) Tunjangan jabatan se|bagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. tunjangan jabatan Etruktural;
b. tunjangan jabatan fungsional; atau
¢. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

7) TunjanganJyang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebég_aimana
dimaksud pada ayat (6) huruf ¢ adalah tunjangan tenaga kependidikan;

(8) Gaji ketiga| belas set?agaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
jenis tunjangan : i

tunjangan bahaya';
tunjangén resiko;
tunjang‘bn pengamanan;
tunjangan profesi
tunjangan khusus|guru;

tambahan penghasilan bagi guru PNS;
insentif khusus; dan
tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau
tunjangan bahayp serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal
kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana
dimaksud pada ayjat (3).

|

(9) Jenis-jenis tunjangzn sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:

Temoanow

a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;

b. tunjangan pengamanan persandian;

C. tunjar#gan profesi guru, tunjangan khusus quru, tambahan
penghasilan guru PNS;

d. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan atau turlijangan umum, dan tunjangan kinerja.

(10) Gaji ketiga pelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan
potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(11) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak

pgnghasilpn sesua| ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dltanggur’ig pemerirjtah.

(12) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaim:zanq dimaksud pada ayat (10) adalah potongan lain selain
potongan pajak perjghasilan.

Pasal 4

Terhadap Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
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BAB III

PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

(1) Gaji Ketiga Belas untuk PNSD Kabupaten Lahat dibayarkan pada bulan

Agustus l

ChHsve ot e

"

(2) Dalam ha Ga]I Ketiga Belas sebaga|mana dimaksud pada ayat (1) belum

dapat dih

bulan berjkutnya.

Pembayaran Gaji Ketig

dibebankan pada DPA sa
|
|

Pejabat penanda ta

1)

Pejabat Pengelola Iﬁ

Umum Daerah.

(2)

tunjangan umum;
SPM Gaji
bulanan.

Jenis SPN
untuk pe
Belas.

3) Ketiga

(4)

Penerbitan Sur
Lahat yang mengalam

at Keteran

ayarkan, Ga]l Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan-

l
|

Pasal 6

A Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tuan kerja berkenaan.
Pasal 7

ngan SPM mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada
euangan Daerah Kabupaten Lahat selaku Bendahara

SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
secara terpisah den
pembayaran“gaji p.

an menggunakan jenis SPM Gaji Ketiga Belas untuk
Kok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau

;

elas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji

1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan
mbayaran|

kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga

‘ MP'asaI 8

gan Penghentian Pembayaran bagi PNSD Kabupaten
mutasi pindah agar dicantumkan keterangan

pembayaran G?ji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

l

|
Tata cara‘penerbitandg
SPM dan SP2D Gaji K
Keuangan mengenai ta
Anggaran Pendapatan d
mengenai pelaksanaan S

Pasal 9

n‘pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
etiga Belas berpedoman pada Peraturan Menteri
a cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan
n.Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan
stem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

‘ BAB IV
= ~~PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 10
Pengendalian | internal dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
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i BAB YV
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan pemberian G ji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2020 dibebankan
pada APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

| Peraturan Bupati ini-mulaj-berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini deng:an penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

|

E Ditetapkan di Lahat
r»?ada tanggal, ) Agustus 2020

Diundangkan dj Lahat
pada tanggal,.|. . .Agustus.2020. .

—

Vi \Vads

AERAH KABUPATEN LAHAT,

TEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 23
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